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MOTTO

“Bayarlah pajak sejak dini agar anak cucu kelak tidak
menuduh bahwa kita telah hidup tidak berguna” *)

*) Ditjen Pajak, 2000. Berita Pajak. Jakarta : Dirjen Pajak.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional memerlukan dana dalam jumlah besar, yang
pelaksanaannnya terus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar
negeri merupakan pelengkap, sehingga diperlukan usaha yang sungguh-sungguh
untuk mengumpulkan dana yang bersumber pada penerimaan dalam negeri
khususnya dari sektor pajak. Pengumpulan dana dari sektor pajak tersebut harus
ditingkatkan dengan cepat. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan
penerimaan dan sektor pajak adalah persepsi yang benar dan positif dari para
wajib pajak terhadap sistem perpajakan, dalam hal ini Sistem Self Assesment, yang
artinya suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib
pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang mulai dari
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang ke kas negara.

Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif
warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai
keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur
dalam Undang-undang dan peraturan-peraiuran untuk tujuan kesejahteraan bangsa
dan negara (Judisseno R.K, 1997:5). Dari definisi tersebut sudah jelas bahwa
pajak mempunyai peranan yang penting dalam penerimaan negara khususnya
didalam pembiayaan pembangunan, karena pemerintah memungut pajak terutama
untuk memperoleh uang atau dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
pemernintah. Fungsi utama pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah
(budgetair). Pajak juga berfungsi sebagai Regulerend, maksudnya sebagai alat
untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial
dan ekonomi (Mardiasmo, 2001:2).

Keberadaan pajak sebagai pemasok dana yang paling utama di dalam
pembangunan, sehingga pemerintah terus berupaya meningkatkan perolehan pajak
melalui berbagai macam jenis pajak. Pajak Penghasilan merupakan salah satu
pemasok pajak yang cukup besar bagi negara, karena pajak penghasilan
menyangkut obyek yang cukup luas, salah satunya adalah Pajak Penghasilan

—
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(PPh) Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau

Bangunan.

PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau
bangunan sangat menarik untuk dibahas dikarenakan:

a. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari persewaan
tanah dan/atau bangunan memberikan ketentuan dan aturan yang tidak terbatas
terhadap obyek pajak yang disewakan.

b. Pertanyaan yang timbul adalah Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan dari
persewaan pengenaannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 23 Undang-
undang PPh Tahun 1994 atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
29 Tahun 1996.

Kedua ketentuan tersebut mengatur masalah persewaan, tetapi PPh Pasal
23 Undang-undang PPh Tahun 1994 tidak hanya mengatur masalah persewaan
tanah dan/atau bangunan melainkan turut mengatur pembayaran pajak yang
berhubungan dengan royalti; deviden; bunga; hadiah dan penghargaan selain yang
telah dipotong PPh pasal 21; bunga simpanan koperasi yang dibayarkan oleh
koperasi; dan imbaian sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa
konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
PP Nomor 29 Tahun 1996 khusus mengatur tentang cara pembayaran pajak
penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.

Dirien Pajak menerapkan ketentuan yang mengatur masalah tersebut, yaitu
tentang pembayaran pajak penghasilan atas sewa penggunaan tanah dan/atau
bangunan dalam pasal 23 UU No. 10 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi
terhitung mulai berlakunya PP No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan PP No. 5 Tahun 2002 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan
Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember merupakan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan Departemen
Perhubungan merupakan salah satu BUMN yang menyelenggarakan usaha
pelayanan jasa angkutan kereta api guna memperlancar arus perpindahan orang

dan/atan barang secara massal, dan telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena
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Pajak (PKP). PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember mempunyai
peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari
sektor pajak khususnya dari angkutan darat.

PT. Kereta Api (Persero) di dalam pelayanannya tidak hanya melayani
masyarakat dalam hal jasa angkutan penumpang, tapi juga melayani dalam hal
persewaan tanah dan/atau bangunan baik kepada orang pribadi maupun badan.
Dalam hal ini, PT. Kereta Api (Persero) wajib memungut PPh pasal 4 ayat (2) atas
Penghasilan Dan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan tersebut. PT. Kereta Api
(Persero) sebagai BUMN banyak sekali melaksanakan kewajiban di bidang
perpajakan, yaitu antara lain PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPN, dan pajak-pajak
yang lainnya. ‘

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam laporan PKN yang dilaksanakan
di PT. Kereta Api (Persero) DAOP 1X Jember ini, diangkat judul “Tata Cara
Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan
Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan Di PT. Kereta Api (Persero)
DAOP IX Jember Khususnya Di Kabupaten Jeraber”.
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1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari Praktek Kerja Nyata adalah untuk:
Mengetahui secara langsung tentang prosedur pelaksanaan PPh atas sewa
tanah dan/atau bangunan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.
Memperoleh pengalaman praktis khususnya yang berhubungan dengan
pemungutan PPh dari jasa persewaan tanah dan/atau bangunan pada PT.
Kereta Api (Persero) DAOP [X Jember.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

a.

Kegunaan dari Praktek Kerja Nyata adalah untuk:
Menambah pengalaman dan wawasan yang berkaitan dengan prosedur
pelaksanaan pemungutan PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan.
Mengembangkan pengetahuan yang diperoleh khususnya dalam penghitungan
PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan.
Membandingkan dan sekaligus menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh di
bangku kuliah dengan praktek langsung khususnya tentang pelaksanaan
pemungutan sewa tanah dan/atau bangunan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP
IX Jember.
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II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA \

2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api
Perkeretaapian di Indonesia lahir kurang lebih pada tahun 1867 pada
jaman penjajahan Belanda. Perkembangan kereta api sejak jaman Belanda sampai

sekarang secara kronologis dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Jaman Pemerintah Hindia Belanda

Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda jalan kereta api di Indonesia
dibangun oleh Nederlandsch Indische Spoorwegen Maatschappij (NISM) yang
dimulai dari tahun 1864 dari desa Kemijen (Semarang) sampai dengan desa
Tanggung di kota Magelang sepanjang 25 km, dengan tebal rel 1435 mm. Jalan
ini dibuka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1867.

Selanjutnya pembangunan jalan kereta api imi dilakukan juga pada
beberapa daerah seperti pulau Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Acch
vang pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh Staat Spoorwegen (SS),
sedangkan untuk daerah Sumatera Utara dikerjakan oleh Deli Spoorwegen
Maatschappij (DSM). Adapun nama perusahaan yang juga mendapat konsesi
membangun jalan baja selain dari perusahaan tersebut diatas sebagai berikut

a. SCSM (Semarang Chinbon Stoomtram Maatschappi; )
b. SISM (Semarang Joana Stoomtram Maatschappii )

c. SDSM (Serajudal Stoomtram Maatschappij )

d. OISM (Oost Java Stoomtram Maatschappij )

e. KSM (Kedin Stoomtram Maatschappij )

f. MSM (Malang Stoomtram Maatschappij )

g. MdSM (Modjokerto Stoomtram Maatschappij )

h. PsSM (Pasoeroean Stoomtram Maatschappij )

(=1

PdSM (Probolinggo Stoomtram Maatschappij )
J. Mad.SM (Madura Stoomtram Maatschappij )
k. NIT (Nederlandsch Traweg Maatschappij)
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I BET (Batavia Electrische Maatschappij)
m. BJS (Babat Jombang Stoomtram Maatschappij )

2.1.2 Jaman Penjajah Jepang

Pada jaman kekuasaan Jepang perusahaan perkeretaapian di Indonesia
mengalami perubahan pada lintas rel perkeretaapian, yaitu perubahan lintas rel
rangkap menjadi lintas rel tunggal. Perubahan dilakukan dengan merubah lebar rel
dari 1435 mm menjadi 1067 mm, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi
kebutuhan akan rel dan alat-alat lainnya. Hasil perubahan tersebut masih dipakai
hingga sekarang.

2.1.3 Masa Proklamasi

Negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada
tanggal 17 Agustus 1945, maka pada kesempatan itu pula pemenintah Republik
Indonesia mengambil alih pimpinan perkeretaapian yang berada di pusat dan di
daerah-daerah dari penguasaan jepang. Pengambilalihan tersebut dilaksanakan di
kantor pusat Bandung pada tanggal 20 September 1945. Sejak itu perkeretaapian
di Indonesia dikuasai oleh Dewan Pimpinan Pusat Kereta Api (DKARI), dan
sekaligus pada tanggal 28 september dijadikan sebagai hari berdirinya

Keretaapian di Indonesia.

2.1.4 Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan perkeretaapian di Indonesia mengalami
beberapa masa dalam perkembangannya yaitu :
a. Masa Perang Kemerdekaan

Tahun 1945 sampai 1950 merupakan masa perang kemerdekaan bagi
bangsa Indonesia. Kereta Api sebagai salah satu unsur sarana pemerintah ikut
terpengaruh oleh gejolak-gejolak soal ekonomi yang menimpa negara. Kereta Api
pada masa tersebut dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa antara lain adanya
perundang-undangan diplomatik dan gigihnya pemerintah beserta rakyat

Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.
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Pada tahun 1949 diadakan perundingan penyerahan kembali Kereta Api
dari DKA (Djawatan Kereta Api) Republik Indonesia kepada SS (Staats
Spoorwegen) milik Belanda dan juga perundingan tentang status perusahaan-
perusahaan swasta. Dari hasil perundingan kemudian dikeluarkan suatu
pengumuman dari Menteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum No.
2 tanggal 6 Januari 1950 bahwa DKARI dan SS digabung menjadi satu jawatan
dengan nama Djawatan Kereta Api. Mulai tanggal 6 januari 1950 semua pegawai
DKARI dan SS menjadi pegawai DKA beserta kekayaan, hak dan kewajibannya.

b. Peleburan DKA Menjadi PNKA

Berdasarkan UU No. 56 tahun 1957 perusahaan kereta api milik swasta
menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Pengoperasian Kereta Api selama
dipegang oleh DKA menghadapi masalah-masalah yang demikian berat.
Persediaan alat-alat penambat rel semakin berkurang, jalan rel, gedung dan
jembatan rtusak. Sehingga kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian di
Indonesia semakin berkurang.

Dalam rangka penertiban perusahaan-perusahaan milik negara, selanjutnya
pemerintah mengeluarkan UU No. 19 tahun1960 dan Peraturan Pemernintah No.
22 tahun 1963 dimana tanggal 25 Mei 1963 DKA dilebur menjadi PNKA
(Perusahaan Negara Kereta Api) yang pelaksanaannya baru dimulai tanggal 1
Januari 1965.

c¢. Sesudah Tahun 1970

Pada tahun 1970 dengan maksud menyehatkan perusahaan, maka
Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus
1969 dan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1971, bentuk PNKA dialihkan
menjadi bentuk PERJAN dengan nama PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api).
Perkembangan terakhir PJKA dalam rangka pelimpahan sebagian wewenang
pemerintah, maka dengan Peraturan Pemerintah No, 57 tahun 1990 PJKA dirubah
menjadi PERUMKA (Perusahaan Umum Kereta Api).
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PJKA yang sudah menjadi PERUMKA kemudian sedikit demi sedikit
berbenah diri, seperti struktur organisasi yang dulunya terbagi atas beberapa
eksploitasi kemudian terbagi lagi menjadi inspeksi. Selanjutnya sejak tanggal 1
Juli 1989 melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 42 tahun 1989 mulai
berlaku struktur organisasi yang baru dimana Perusahaan Umum Kereta Api
terbagi atas beberapa KAWILU ( Kepala Wilayah Usaha) dan wilayah usaha
tersebut terbagi lagi menjadi beberapa daerah operasi. Terjadinya perubahan-
perubahan pada struktur organisasi tersebut menjadi luas dan kekuasaan
organisasi akan semakin sempit. Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api resmi
sejak tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun
1990.

d. Tahun 1999 Sampai Sekarang

Pada tahun 1990, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan
Pemerintah No. 57 tahun 1990 tepatnya tanggal 30 Oktober 1990, dimnana
Perusahaan Jawaian Kereta Api dirubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api.
Dalam masa perubahan itu PERUMKA semakin membaik dan berkembang pesat,
sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998 tentang pengalihan
bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi (Persero) dan Akte
Notaris Imas Fatimah,SH No. 2 tanggal 1 Juni 1999 serta dilandasi dengan surat
keputusa Presiden RI No. 39 tahun 1999, tanggal 9 Juni 1999 PERUMKA
berubah status menjadi PERSERO dengan nama PT. KERETA APi (Persero).

Dengan perubahan status tersebut peran pemerintah dalam dalam
mengelola perusahaan akan berkurang. Bantuan sebagai mana pernah diberikan
kepada PERUMKA tidak lagi dilakukan. Dengan berubahnya PERUMKA
menjadi Persero beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain perusahaan
harus bisa lebih mandiri dan berorientasi kepada laba agar dapat berkembang.
Untuk itu pelayanan harus baik, produksi harus lebih efisien dan perusahaan harus

lebih luwes dalam menjalin hubungan dengan swasta melalui kerja sama yang

menguntungkan.
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2.2 Stuktur Organisasi PT. Kereta Api
2.2.1 Struktur Organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember
Struktur organisasi yang digunakan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop
IX Jember adalah gabungan antara struktur organisasi garis dan staf yang dimulai
dari tingkat pusat yaitu Direktur Utama (Dirut) berkedudukan di Bandung, dimana
Dirut tersebut membawahi langsung beberapa KADAOP (Kepala Daerah Operasi)
Masing-masing KADAOP  didalam melaksanakan tugasnya mengkomandani
langsung UPT ( Unit Pelaksana Teknis) sedangkan didalam melaksanakan
tugasnya UPT dibantu oleh KS (Kepala Stasiun), Kepala Dipo Lokomaotif dan
Kepala Dipo Kereta (KDK).
Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX
Jember tampak pada seperti gambar berikut :
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Adapun struktur organisasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember

secara lengkap adalah sebagai berikut :
a. Kepala Administrasi Daerah Operasi IX Jember

Mengepalai seluruh Dinas Adminstrasi DAOP IX Jember, juga sebagai

penanggung jawab intern maupun ekstern dan merupakan sumber pemegang

kekuasaan pertama yang mempunyai tugas antara lain :

)

2)

3)

4)

Mengadakan rencana umum didalam koperasi, menyusun tenaga kerja,
produksi, keuangan, dan pemasaran.

Mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala
Bagian sesuai dengan bidangnya.

Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan rtencana yang telah
d2itetapkan.

Mengadakan dan menandatangani segala perjanjian

b. Kepala Sub Bagian Administrasi (KASUBAG)

Kasubag ini menangani segala urusan yang berhubungan dengan

administrasi DAOP IX Jember, di mana dalam melaksanakan tugasnya dibantu

oleh :
1)

2)

3)

Kepala Urusan Personalia

Bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi
kepegawaian seperti jumlah tenaga kerja, kenaikan pangkat, kenaikan gaji,
dan penarikan tenaga kerja baru dilingkungan DAOP IX Jember.

Kepala Urusan Keuangan

Bertugas mengurus sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan
DAOP IX Jember, antara lain mengenai kegiatan penerimaan dan
pengeluaran keuangan perusahaan.

Kepala Urusan Umum

Bertugas mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan
inventaris dan tata laksana surat menyurat atau mengelola surat-surat

(penataan arsip).


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

4)

Kepala Urusan Anggaran dan Akuntansi
Bertugas mengurusi segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah
anggaran dan akuntansi keuangan DAOP IX Jember.

¢. Kepala Hubungan Masyarakat Daerah (HUMASDA)

Jabatan Kepala Humasda berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kereta Api

(Persero) DAOP IX Jember nomor keputusan 6/OT.103/1X/21/KA-97 tanggal 22
Desember 1997 mempunyai kedudukan.
1) Tugas Kepala Humasda :

2)

a)

b)

Sebagai satuan organisasi yang mempunyai unit organisasi dalam

lingkungan PT. Kereta Api (Persero) yang berada dibawah tanggung

jawab KADAOP.

Sebagai satuan organisasi yang mempunyai tugas memberikan informasi
atas perubahan atas perkembangan perkeretaapian dan pelayanan kepada
masyarakat di lingkungan DAOP IX Jember.

Fungsi Humasda :

a)

Menginformasikan perkembangan pembangunan perkeretaapian dan jasa
kereta api kepada pengguna jasa secara akurat dan tepat waktu dengan

memperhatikan kepentingan perkembangan citra perusahaan.

b) Menginformasikan perubahan pengembangan perkeretaapian kedalam

c)
d)

€)

f)
g)

h)

lingkungan perusahaan.

Melakukan penyuluhan eksternal dan hubungan antar media massa (pers).
Melaksanakan dokumentasi kehumasan sesuai dengan wilayah kerja
masing-masing.

Melakukan penyuluhan kegiatan perusahaan kedalam lingkungan
perusahaan dan penerbitan.

Melaksanakan tata usaha dan peragaan atau pameran diluar perusahaan.
Humasda mempunyai wilayah kerja yang meliputi seluruh wilayah kerja
DAOP IX Jember.

Mendokumentasikan setiap kegiatan penting di daerah masing-masing.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

_.
5]

d. Kepala Seksi Traksi
Kepala Seksi Traksi mengkoordinir dan bertanggung jawab atas segala
kelancaran perjalanan kereta api serta bertugas mengatur lokomotif dan kereta api
di DAOP IX Jember. Dalam pelaksanaan tugas di lintas , Kepala Seksi Traksi
dibantu oleh :
1) Sub Seksi Lokomotif
Bertugas dan bertanggung jawab atas masalah yang berhubungan dengan
lokomotif di DAOP IX Jember.
2) Sub Seksi Kereta dan Gerbong
Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang KRD dan KRB.
3) Sub Seksi Operasi dan Sarana
Bertugas dan bertanggung jawab terhadap masalah pengaturan operasi
lokomotif dan kereta.
Dalam menjalankan tugas di lintas, Kepala Seksi Traksi dibantu atau membawahi:
a) Kepaia Dipo Lokomotif Jati
b) Kepala Dipo Lokomotif Klakah
¢) Kepala Dipo Lokomotif Jember
d) Kepala Dipo Lokomotif Banyuwangi
e) Kepala Dipo Elektronik Jember
f) Kepala Dipo Kereta Jember
g) Kepala Sub Dipo Kereta Probolinggo
h) Kepala Sub Dipo Kereta Jember
i) Kepala Sub Urusan Karcis Banvuwangi
j) Pengawas Urusan Kereta Leces
k) Pengawas Urusan Kereta Tanggul
I) Pengawas Urusan Kereta Klakah
m) Pengawas Urusan Kereta Kalisat
n) Pengawas Urusan Kereta Kalibaru

0) Pengawas Urusan Kereta Situbondo
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e. Kepala Seksi Operasi

Dalamnya tugasnya dibantu oleh :

1)

2)

3)

4)

Sub Seksi Operasi dan Tekhnis

Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan lalu lintas kereta api
di DAOP IX Jember.

Sub Seksi Operasi Kereta

Bertugas dan bertanggung jawab atas pemberangkatan kereta api.

Sub Seksi Perjalanan Kereta Api

Bertugas dan bertanggung jawab atas pemberangkatan kereta api di
DAOP IX Jember.

Sub Seksi Keamanan dan Ketertiban ‘
Bertugas dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban jalannya
kereta api, operasi kereta api serta menjaga keamanan dan ketertiban

penumpang.

f. Kepala seksi niaga

Dalam tugasnya dibantu oleh :

1)

2)

3)

Sub Seksi Pemasaran Penumpang

Bertugas dan bertanggung jawab atas pemasaran angkutan penuinpang.
Sub Seksi Pemasaran Barang

Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang angkutan barang.
Sub Seksi Bina Pelanggan

Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran bidang pelanggan di
DAOP IX Jember.

g. Kepala Seksi Jalan Rel, Jembatan dan Bangunan

Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa sub seksi, yaitu :

1) Sub Seksi Program

Bertugas melaksanakan tugas-tugasnya dan memprogram segala kegiatan

yang berhubungan dengan dmasnya.

2) Sub Seksi Jembatan
3) Sub Seksi Konstruksi

Bertugas mengurus masalah konstruksi jalan, jembatan dan bangunan.
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h. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik
Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
1) Sub Seksi Program
Bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan
yang berhubungan dengan dinasnya.
2) Sub Seksi Telekomunikasi dan Listrik
Bertugas dan bertanggung jawab pada masalah telekomunikasi.
3) Sub Seksi Sinyal
Bertugas dan bertanggung jawab khusus pada masalah sinyalan.
Sinyal telekomunikasi dan listrik, PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember di
lintas disusun sebagai berikut :

a) Seksi Sinyal 111 Klakah = Distrik Sinyal 11TA Klakah.
b) Seksi Sinyal 112 Klakah = Distrik 112 Jember.
= Distrik Sinyal [12B Kalibaru
¢} Seksi Telekomunikasi Iil = Distrik Telekomunikasi [IA Klakah
d) Seksi Telekomunikasi I1A = Disirik Telekomunikasi I12A Jember.

= Distrik Telekomunikast [12B Jember
i. Pengawas Tekhnik (WASTEK)

Kepala Daerah Operasi (KADAOP) mempunyai pembantu dalam
melaksanakan tugas terhadap semua kegiatan di tiap-tiap Kepala seksi dinasnya
masing-masing, tetapi pengawas ini tidak mempunyai hak memerintah langsung
kepada para Kepala seksi tersebut, hanya sekedar membantu jalannya pelaksanaan
operasinya. Pengawas-pengawas tersebut antara lain :

1) Wastek Jalan rel, Jembatan dan Bangunan
Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan
dengan bidang jalan, jembatan dan bangunan di DAOP IX Jember.

2) Wastek Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik
Bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan
dengan sinyal, telekomunikasi dan listrik di DAOP IX Jember.

3) Wastek Traksi
Bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengawasan bidang traksi.
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j. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis
Bertugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan operasi
yang telah diperintahkan oleh Kepala Daerah Operasi (KADAOP), di mana Unit
UPT ini dalam melaksanakan tugasnya di lintas dibantu oleh Kepala Stasiun.
Adapun stasiun-stasiun yang berada di wilayah DAOP IX Jember ini
digolongkan menjadi beberapa kelas antara lain :
1) Stasiun kias I, meliputi :
a) Stasiun Probolinggo
b) Stasiun Jember
¢) Stasiun Banyuwangi
2) Stasiun klas 11, meliputi
a) Stasiun Klakah
b) Stasiun Kalisat
¢) Stasiun Pasuruan
dj Stasiun klas III, meiiputi :Stasiun Jatiroto
e) Stasiun Tanggul
f) Stasiun Rambipuji
g) Stasiun Kalibaru
h) Stasiun Rogojampi
i) Stasiun Kabat
J) Stasiun Karangasem
k) Stasiun Argopuro
1) Stasiun Bondowocso
m) Stasiun Situbondo
n) Stasiun Bayeman
3) Stasiun klas [V, meliputi
a) Stasiun Leces
b) Stasiun Glenmore
¢) Stasiun Kalistail
d) Stasiun Grati
e) Stasiun Rejoso
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4) Stasiun klas V, meliputi
a) Stasiun Kalasan
b) Stasiun Ranuyoso
¢) Stasiun Randuagung
d) Stasiun Bangsalsari
e) Stasiun Mangli
f) Stasiun Arjasa
g) Stasiun Kotok
h) Stasiun Ledokombo
i) Stasiun Sempolan
j) Stasiun Garahan
k) Stasiun Mrawan
1) Stasiun Sumberwadung
m) Stasiun Temuguruh
n) Stasiun Singojuruh
0) Stasiun Sukowono
) Stasiun Tamanan
q) Stasiun Grujugan
r) Stasiun Bonosare
s) Stasiun Prajekan
k. Kepala Balai Hyperkes
Bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah kesehatan karyawan
di wilayah DAOP IX lember.
. Pengawas Seksi (WASI)
Tugas dan tanggung jawab dari WASI :
1) Membantu tugas pengawasan para kepaia seksi pada bidangnya dan di
wilayah operasi masing-masing.
2) Mewakili para kepala seksi dalam memantau para KUPT (Kepala Unit
Pelaksana Tekhnik).
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23 Lokasi dan Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember
2.3.1 Lokasi PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember
Penempatan perusahaan pada lokasi tertentu berdasarkan pada
pertimbangan yang cermat terhadap faktor yang mempengaruhi mempunyai
peranan penting terhadap berhasil tidaknya operasi perusahaan. Dibedakan
menjadi 2 pengertian :
a. Tempat kedudukan perusahaan
Tempat kedudukan perusahaan adalah tempat dimana perusahaan itu berada.
b. Tempat kediaman perusahaan
Tempat kediaman perusahaan adalah tempat dimana perusahaan melakukan
aktivitasnya. )
PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember berkedudukan di daerah kota
administratif Jember, tepatnya di kecamatan Patrang, kelurahan Jember Lor
dengan alamat Jalan Dahlia no. 2 Jember. Kota Administratif Jember berada di
lintas utara yang menghubungkan kota Surabaya dengan Banyuwangi. Menurut
geografis terletak pada 113’ BT dan 8’ LS serta pada ketinggian + 83 m dari

permukaan laut.

2.3.2 Luas Wilayah PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember
Luas wilayah DAOP IX Jember meliputi kota Banyuwangi sampai sinyal

masuk Bangil dan utara sampai Panarukan yang terbagi menjadi 2 lintas yaitu :

a. Lintas raya
Lintas raya ini terdiri dari sinyal pertama masuk stasiun Bangil — Jember
sampai Banyuwangi ditambah lagi lintas baru antara stasiun Kabat sampai
stasiun Banyuwangi baru.

b. Lintas cabang
Lintas cabang ini yang masih beroperasi adalah stasiun Kalisat sampai
Panarukan, Situbondo. Sedangkan yang tidak beroperasi adalah stasiun
Klakah sampai Lumajang. Luas wilayah penguasaan PT. Kereta Api (Persero)
DAOP IX Jember meliputi 265.657 km lintas raya dan 68.616 km lintas
cabang. Sedangkan panjang jaringan rel kereta api adalah + 334.273 km.
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2.4 Personalia
2.4.1 Keadaan Karyawan
Tenaga Kerja PT. Kereta Api (Persero) DAOP [X Jember dibagi menjadi 3
golongan yaitu :
a. Tenaga kerja organik
Yaitu tenaga kerja yang diatur dalam perusahaan pemerintah dan mendapat
Nomor Induk Pegawai (NIPP).
b. Tenaga kerja non organik
Yaitu tenaga kerja harian lepas yang statusnya PNS tapi tidak diatur dalam
peraturan pemerintah
c. Tenaga bebas tugas
Yaitu pegawai yang akan pensiun tapi masih menjadi tanggungan PT. Kereta Api
(Persero) DAOP IX Jember.

2.5 Uraian Tugas Sumber Data Utama

Dalam hal in1 mahasiswa melakukan PKN pada PT. Kereta Api (Persero)
DAOP IX Jember, yaitu pada bagian keuangan. Adapun struktur organisasi pada
bagian keuangan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah sebagai
berikut :

a. Kepala Urusan Keuangan

Ditunjuk sebagai Pembantu Pengesah Pembayaran (PPP) dengan surat
keputusan Direktur Jenderal, Kepala kereta api atas usul darni pengesah
pembayaran yang bersangkutan.

Tugas daripada Kepala Urusan Keuangan adalah mengesahkan
pembayaran dan memiliki wewenang untuk mempertimbangkan, meneliti dan
mengesahkan suatu tagihan.

Tanggung Jawab Kepala Urusan Keuangan adalah :
1) Jika pengesah pembayaran sendiri yang mengesahkan surat-surat
pembayaran, maka ia bertanggung jawab kepada negara atas akibat dari

pembayaran itu.
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2) Pada umumnya pengesah pembayaran tetap bertanggung jawab atas surat-
surat pembayaran yang disahkan/ditandatangani atas namanya.

Arti pengesahan itu sendiri adalah membayarkan suatu tagihan terhadap
perusahaan, dalam hal ini PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. Terhadap
semua tagihan dibuatkan A9 yang dilampiri Surat Pengeluaran Uang (SPU) dan
diserahkan ke kas perusahaan dalam hal ini adalah PBD (Bagian Perbendaharaan).
Kemudian oleh PBD dibuatkan cek. Cek yang telah ditandatangani oleh Kadaop
lalu diuangkan di bank. Syarat untuk mengesahkan pembayaran atas suatu tagihan
dapat dilakukan setelah diperiksa dan diperoleh kepastian tentang kebenaran dan
sahnya tagihan tersebut.

b. Kepala Sub Urusan I
Bertugas menangani masalah —masalah yang berkaitan dengan penggajian,
yang meliputi hak-hak pegawai antara lain :
1) Gaji pegawai
2) Emolumen
3) Perjalanan dinas
4) Sewa rumah/pemondokan
5) Honor pegawai
¢. Kepala Sub Urusan 11

Bertugas menangani urusan pengaturan dana/keuangan dengan
mengeluarkan Surat [jin Pengeluaran (SIP). Pengeluaran-pengeluaran dana disini
meliputi :

1) Penggajian untuk pegawai
2) Pengeluaran pihak ketiga semacam adanya tagihan-tagihan pengeluaran
jurnal (pengeluaran yang bersifat kerumahtanggaan) dengan
mengeluarkan SPU).
d. Pelaksana l

Sebagai pelaksana dari Kepala sub urusan | yang mempunyai tugas antara
lain:

1) Membuat daftar gaji

2) Membuat mutasi-mutasi pegawai
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3) Membuat KGB (Kenaikan Gaji Berkala) pegawai
e. Pelaksana Il
Bertugas mengecek dan meneliti tagihan-tagihan serta membuat tagihan-

tagihan.
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STRUKTUR ORGANISASI
URUSAN KEUANGAN PT. KERETA API (Persero)
DAOP IX JEMBER

Kasub. Urusan Pengesah
Drs. Aruwan

Kasub. Urusan | Kasub. Urusan 11
Pensiun Heriyati
Sit1 Fathonah Sukarno
Suwadhaka Asjar
Suhilel Sudamo
Meliputi Pembayaran Internal
Abdul Kholik (Hak-hak Pegawai)
Hasanudin

Meliputi Pembayaran Eksternal

Gambar 2 : Struktur Organisasi Urusan Keuangan
PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember
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III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

PKN merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk
mempraktekkan teori dan mengaplikasikannya dalam dunia kerja sesungguhnya
sehingga dalam pelaksanaannya dapat membantu aktivitas perusahaan kusus di
bidang perpajakan tanpa mengesampingkan tujuan dari PKN. Dalam hal ini PKN
dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah menyelesaikan minimal 100 SKS.
PKN merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A. Md.) Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu
Administrasi Fakultas [lmu Sosial dan IImu Politik

Sebelum melaksanakan PKN, dari pihak fakultas memberikan bimbingan
pengarahan tentang ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa,
ketentuan dan syarat-syarat tersebut yaitu perusahaan baik Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat
dijadikan tempat untuk melaksanakan PKN, jangka waktu peiaksanaan, serta
format lain yang harus dikerjakan.

Setelah mahasiswa mengetahui ketentuan dari pihak fakultas, mahasiswa
melakukan survei ke perusahaan yang dalam kegiatannya ada keterkaitan dalam
bidang perpajakan. Dari hasil survei ternyata PT. Kereta Api (Persero) Daop IX
Jember dalam kegiatannya terdapat mekanisme perpajakan, diantaranya PPh Pasal
21, PPh Pasal 23, PPN, PBB, dan lain-lainnya.

Pada saat mendaftar mahasiswa harus melampirkan fotokopy KTM, KRS,
dan KHS yang terakhir. Pihak fakultas mengeluarkan surat pengantar yang
ditujukan pada PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember, yang memberitahukan
tentang kesediaan perusahaan tersebut sebagai tempat pelaksanaan PKN.

Pihak PT. Kereta Api (Persero) Daop 1X Jjember sendiri mengirimkam
surat balasan atas surat pengantar yang telah dikirim oleh pihak fakultas. Dalam
surat balasan tersebut diberitahukan bahwa PT. Kereta Api (Persero) bersedia dan
memberi ijin kepada mahasiswa D III Perpajakan untuk melaksanakan kegiatan

PKN dengan syarat harus menyerahkan satu eksemplar laporan akhir sebagai

23
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" dokumen. Pihak fakultas kemudian memberikan surat tugas kepada PT. Kereta

Api (Persero) bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat tugas akan

melaksanakan PKN sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan, dan atas

sepengetahuan Ketua Program Studi D III Perpajakan Universitas Jember.

Kegiatan PKN ini dilaksanakan dengan mengadakan penelitian terhadap

kegiatan perpajakan, khususnya terhadap tata cara pelaksanaan pemungutan PPh

atas sewa tanah dan/atau bangunan di PT. Kereta Api (Persero). Penelitian ini

dilakukan untuk mengumpulkan data secara lengkap dan akurat.

Selama Praktek Kerja Nyata, melakukan kegiatan-kegiatan dalam

membantu PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember, seperti:

Mingggu

Kegiatan

Pertama (tanggal 15 s/d tanggal 21
April 2002)

1.

Pengenalan dengan para karyawan
PT. Kereta Api (Persero) Daerah
Operasi IX Jember.

Pengenalan cara Kkerja yang
berkaitan dengan tata cara
pemungutan PPh atas sewa tanah

dan/atau bangunan.

Kedua (tanggal 22 s/d tanggal 28 April
2002)

. Membantu bagian keuangan dalam

mengisi SSP (Surat Setoran Pajak) |
Mengumpulkan data yang
berkaitan dengan penyelesaian i
pembuatan Laporan Praktek Kerja

Nyata.

Ketiga (tanggal 29 April s/d tanggal 6
Mei 2002)

. Mengerjakan latihan-latihan soal |

mengenai  penghitungan  pajak
penghasilan atas sewa tanah
dan/atau bangunan yang diberika
oleh pembimbing dari PT. Kereta
Api (Persero) Daerah Operasi IX
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Jember.
2. Mengumpulkan data dan informasi
sebagai pendukung kelengkapan di

bagian keuangan.

Keempat (tanggal 7 s/d tanggal 14 Mei | 1. Melengkapi data dan infformasi i
2002) guna  menyelesatkan  Laporan \
Praktek Kerja  Nyata  dan |
mengkonsultasikannya dengan }
pembimbing dari pihak PT. Kereta }

|
Api (Persero) Daerah Operasi IX |
|

Jember. : ‘

Selama melaksanakan PKN diwajibkan mengikuti semua tata tertib dan
peraturan yang telah ditetapkan oleh PT. Kereta Api (Persero) Daop IX Jember.
Pelaksanaan adalah sesuai dengan waktu kerja yang berlaku yaitu 5 hari kerja.
Adapun jam kerja yang berlaku pada PT. Kereta Api (Persero) Daop I1X Jember
adalah sebagai berikut:

Hari kerja Jam kerja [stirahat
a. Senin - kamis 07.30-16.00 12.00-13.00
b. Jum'at 07.15-15.30 11.00-13.00

c. Sabtu Iibur
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3.1.1 Sistem Perpajakan Pada PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX
Jember
a. Perpajakan Secara Umum
1) PT. Kereta Api (Persero) sebagai pelaksana Wajib Pungut (WAPU)
berkewajiban:
a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP di KPP setempat
b) Adapun NPWP untuk PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah
01.000.016.4-626-001
¢) Memungut PPN dan PPh
d) Menyetorkan pajak-pajak yang telah dipungut
€) Membuat bukti-bukti pungutan sesuai dengan jenis pajaknya
f) Melaporkan hasil pajak yang telah dipungut ke KPP setempat
2) PT. Kereta Api (Perserc) selaku subyek pajak.
Merupakan perwakilan pemerintah yang membantu pelaksanaan
pendapatan pemerintah melalui sektor perpajakan
3) PT. Kereta Api (Persero) selaku PKP yang berkewajiban:
a) Mendaftarkan diri ke KPP setempat untuk dikukuhkan sebagai PKP
b) Mendaftar ke KPP Perusahaan Negara dan Daerah (KPP PND)
¢) Membuat laporan SPT Masa bulanan PPN-PKP
d) Menyetor PPN dari pendapatan non angkutan kereta api (tidak
dipungut/disetor sendiri)
e) Mencetak faktur pajak standar (khusus PPN)
f) Membuat SPT Masa bulanan PPh pasal 25 (PPh badan)
g) Membuat laporan SPT Tahunan wajib pajak badan

b. Perpajakan Secara Khusus
1) PT. Kereta Api (Persero) selaku wajib pungut dalam hal:
a) Memungut:
(1) PPh pasal 21 atas pegawai bulanan / tahunan
(2) PPh pasal 23 yaitu transaksi pembayaran kepeda pihak ke - 3
(3) PPN vaitu transaksi pembayaran kepada pihak ke - 3
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2)

3)
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b) Menyetorkan hasil yang telah dipungut:

)

(1) PPh pasal 21 bulanan / tahunan

(2) PPh pasal 23

(3) PPN

Melaporkan hasil yang telah dipungut:
(1) PPh pasal 21 secara bulanan / tahunan
(2) PPh pasal 23 secara bulanan

(3) PPN pihak ke-3 secara bulanan

Selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP)

a)

b)

d)

e)

g)
h)

Dikenakan PPN secara khusus untuk pendapatan diluar jasa angkutan

kereta api, misalnya menyewakan asset yang antara lain berupa:

(1) Gedung / bangunan

(2) Alat-alat kerja mesin

(3) Tanah

(4) Ruangan untuk periklanan, misalnya di stasiun-stasiun

Pelaksanaan penyetoran PPN (Pajak Masukan / Pajak Keluaran).

Melaksanakan penyetoran PPh pasal 22 dalam hal pembelian BBM ke

Pertamina.

Dikenakan PPh pasal 23 atas penghasilan dari:

(1) Menyewakan asset PT. Kereta Api (Persero) yang merupakan PPh
tidak final

(2) Jasa giro (final)

(3) Bunga deposito (final)

Menyetorkan / melaporkan PPh pasal 25 (WP badan) secara bulanan.

Menyetorkan kekurangan pajak yang terutang paling lambat tanggal 25

Maret tahun berikutnya.

Menyetorkan kekurangan / kelebihan pajak yang telah disetor.

Dikenakan PPh atas penjualan asset atau tukar - menukar asset (tidak final)

Sebagai Wajib Pajak (WP) selaku Badan Hukum yang berstatus Perseroan
Terbatas, PT. Kereta Api (Persero) DAOP 1X Jember dikenakan PBB sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
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3.1.2 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
a. Pengertian Penghasilan Sewa

Penghasilan sewa menurut Judisseno R.K (1997:256) adalah penghasilan yang
diterima sehubungan dengan meminjamkan atau memberikan wewenang
untuk menggunakan harta dan/atau fasilitas baik yang bergerak maupun tak
bergerak dari satu pihak ke pihak lainnya atas dasar suatu perjanjian maupun
tanpa perjanjian.

b. Subyek, Obyek, dan Nilai Persewaan Atas Tanah dan/atau Bangunan

Subyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) menurut Judisseno R.K (1997:258)
adalh orang pribadi atau badan yang menyewakan atau penyewa tanah
dan/atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen,
kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung petemuan
termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan
industri. ‘

Menurut Judisseno R K (1997:258) Obyek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

adalah penghasilan yang diterma dari persewaan tanab dan/atau bangunan

Yang dimaksud dengan jumlah bruto nilai persewaan menurut Judisseno R.K
(1997:260) adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang oleh pihak
yang menyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan
tanah dan atau bangunan yang disewa, termasuk biaya perawatan, biaya
pemeliharaan, biaya keamanan, dan service charge, baik yang perjanjiannya
dibuat secara terpisah maupun yang disatukan dengan perjanjian persewaan
yang bersangkutan.

3.1.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan Sewa Tanah
dan/ atau Bangunan
Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Pelaksanaan Pembayaran
dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah
dan/atau Bangunan adalah sebagai berikut:
a. Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei
2002 dan pelaksanaannya dilaksanakan sebelum bulan Mei 2002, maka atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan (PT. Kereta Api)
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dari persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 6% (enam
persen} dari jumlah bruto nilai persewaan;

b. Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani sebelum bulan Mei
2002 tetapi pelaksanaannya setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan (PT. Kereta Api) dan
persewaan tanah dan atau bangunan dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh
persen) dari nilai persewaaan;

c. Dalam hal kontrak atau perjanjian sewa ditandatangani dan pelaksanaannya
setelah bulan April 2002, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak badan (PT. Kereta Api) dari persewaan tanah dan atau bangunan
dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai

persewaan.

3.1.4 Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) Atas
Penghasilan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Pada PT. Kereta Api
(Persero) DAOP IX Jember
Dalam penyusunan laporan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini,

dicoba membahas masalah Pajak Penghasilan (PPh), khususnya tentang sewa

tanah dan/atau bangunan di PT. Kereta Api (Persero) DAOP X Jember. Dalam
pelaksanaan PPh terhadap penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan di PT.

Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember telah berjalan sebagaimana telah diatur

dalam Surat Edaran Keuangan (SK) Direksi No. 2/KU.301/KA-96 tanggal 11 Juni

1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 di

lingkungan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember. Pembayaran PPh atas

penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dalam pasal 23 Undang-
undang No. 10 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung mulai
berlakunya Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 tentang Pembayaran
Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
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3.1.5 Pelunasan PPh Terutang atas Penghasilan dari Persewaan Tanah
dan/atau Bangunan (PTB)
a. Tata Cara Pelunasan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
120/KMK.03/2002 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan,
ditetapkan bahwa pemotongan PPh atas penghasilan dari persewaan tanah
dan/atau bangunan harus menggunakan formulir Bukti Pemotongan PPh atas
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (Final).

Pelaksanaan di lingkungan PT. Kereta Api (Persero), dibedakan antara
status PT. Kereta Api sebagai pihak yang menyewakan (PKP) dan pihak penyewa
asset. Pengertian tentang persewaan menurut Gunadi (1995:30) adalah mencakup
pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan milik PT. Kereta Api (Persero) melalui
Kerja Sama Operasi (KSO) atau bentuk kerja sama lainnya yang dilakukan PT.
Kereta Api dengan pihak ketiga.

1) PT. Kereta Api (Persero) Sebagai Pihak Yang Menyewakan (PKP)

Dalam hal PT. Kereta Api selaku pihak yang menyewakan, maka dapat
dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui pemotongan oleh pihak penyewa atau
penyetoran sendiri oleh PT. Kereta Api dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Melalui pemotongan yang dilakukan oleh pihak penyewa, dalam hal
penyewa asset berstatus sebagaimana tersebut dibawah ini:

(1) Badan Pemerintah

(2) Subyek Pajak Dalam Negeri (termasuk PT. Kereta Api)

(3) Penyelenggara Kegiatan

(4) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

(5) Kerja Sama Operasi (KSO)

(6) Perwakilan Perusahaan Luar Negeni

(7) Orang Pribadi selaku Wajib Pungut (WAPU), yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pajak.
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b) Melalui penyetoran sendiri oleh PT. Kereta Api (sebagai pihak yang
menyewakan), wajib diselesaikan paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya apabila penyewanya adalah bukan subyek pajak selain yang
disebut pada point (1).

2) PT. Kereta Api (Persero) Selaku Pihak Penyewa (WAPU)
Dalam hal PT. Kereta Api (Persero) selau pihak penyewa, maka
pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a) Bagi pihak Instansi Pemerintah tidak dilakukan pemungutan atau
pemotongan PPh maupun PPN-nya.

b) Kepada pihak BUMN/BUMD/Badan Usaha Swasta, PT. Kereta Api
(Persero) wajib untuk melakukan pemungutan/pemotongan PPh, tapi
BUMN/BUMD PT. Kereta Api (Persero) tidak wajb melakukan
pemungutan/pemotongan PPN. dan pelaksanaannya dibedakan menjadi;
(1) Untuk BUMN/BUMD/BU Swasta, yang assetnya miliknya sendiri,

dengan rumus:

PPh PTB = 10% x (nilai transaksi - PPN)

(2) Untuk BUMN/BUMD/BU Swasta, yang aseetnya milik orang pribadi,

dengan rumus:
PPh PTB = 10% % (nilai transaksi - PPN)

c) Kepada pihak perseorangan, PT. Kereta Api (Persero) wajib untuk
melakukan pemungutan/pemotongan PPh dan PPN, dengan rumus:

PPh PTB = 10% x (nilai transaksi - PPN)

d) Bentuk formulir untuk Bukti Pemotongan PPh atas sewa tanah dan/atau

bangunan adalah sebagaimana contoh pada lampiran laporan ini.
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3.1.6 Pelaporan Ke Kantor Pelayanan Pajak dan Pelaporan Ke Kantor

Pusat
a. Pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
120/KMK_.03/2002, PT. Kereta Api (Persero) selaku Wajib Pungut (WAPU)
maupun selaku PKP, diwajibkan menyampaikan laporan pemotongan dan
penyetoran PPh atas persewaan tanah dan / atau bangunan secara bulanan dengan
menggunakan contoh formulir laporan pemotongan dan penyetoran PPh atas
persewaan tanah dan / atau bangunan. Pelaksanaan pelaporan ini harus dipisahkan
antara PT. Kereta Api selaku WAPU dan selaku PKP, dengan penjelasan sebagai
berikut:

1) Dalam hal PT. Kereta Api (Persero) selaku WAPU, maka formulir yang
digunakan adalah laporan pemotongan dan penyetoran PPh atas sewa tanah
dan / atau bangunan, dan disertai Bukti Pemotongan PPh lembar ke-2.

2) Dalam hal PT. Kereta Api (Persero) selaku pihak yang menyewakan (PKP)
maka formulir yang digunakan adalah laporan Bulanan PPh bagi wajib pajak
yang bergerak dibidang usaha sewa tanah dan / atau bangunan PPh Pasal 25,
dilampiri dengan Bukti SSP lembar ke-1.

b. Peiaporan ke Kantor Pusat

Dalam hal PT. Kereta Api (Persero) bertindak selaku WAPU atas PPh
persewaan tanah dan / atau bangunan, maka realisasi pemungutan pajak ini baik di
daerah maupun di Kantor Pusat sendiri harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal
Keuangan setiap bulan, dengan mengirimkan rekaman Laporan Bulanan PPh atas
sewa tanah dan / atau bangunan beserta lampirannya, berupa rekapitulasi
pemotongan PPh atas sewa tanah dan / atau bangunan yang telah dilaporkan dulu
ke KPP setempat.
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¢. Penyetoran
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
120/KMK.03/2002 Pelaksanaan Penyetoran PPh PTB diatur sebagai berikut:
1) PT. Kereta Api (Persero) sebagai pihak yang menyewakan (PKP)
Pihak pemungut atau pemotong PPh PTB atas nama PT. Kereta Api sebagai
PKP wajib menyetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya, dan PT. Kereta Api harus segera meminta Bukti Pemotongan PPh
Persewaan Tanah dan Bangunan (PTB)
2) PT. Kereta Api (Persero) sebagai pihak yang menyewa (WAPU)
Wajib Pungut (WAPU) PT. Kereta Api (Persero) wajib memungut dan
memotong, serta menyetorkan PPh PTB paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya dengan menggunakan SSP.

3.1.7 Contoh Prosedur Pelaksanaan PPh Atas Penghasilan Dari Persewaan
Tanah dan/atau Bangunan
PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember menyewakan tanah kepada Tn.
Candra Gunawan yang terletak di RT. 04 RW. I Ds. Ajung Kec. Kalisat Kab.
Jember seluas 60 M2 dengan cara sewa kontrak selama 2 tahun sebesar Rp.
349.800,00 (harga termasuk PPN) dan pembayaran dilakukan secara tunai.
a. Perhitungan :

1) Harga Sewa Kontrak = Rp. 349.800,00
2) Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
100/110 x RP. 349.800,00 =Rp. 318.000,00
3) PPN 10% x Rp. 318.000.00 =Rp. 31.800,00
b. Perhitungan PPh atas sewa tanah
6% x Rp. 318.00,00 =Rp. 19.090,00

c. Tata cara pemungutan dan penyetoran PPN dan PPh
PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember menerbitkan G.215 kepada

penyewa tanah dengan uraian sebagai berikut :
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
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PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember menerbitkan G.215 kepada
penyewa tanah.

Kewajiban penyewa adalah membavar tunai kepada PT. Kereta Api
(Persero) Rp. 394.800,00

Hak Penyewa adalah menerima tanda bukti penerimaan berupa A8/SAB
(Bukti Penerimaan Kas), Faktur Pajak Sederhana dan Bukti Penyetoran
PPh.

Atas dasar AS8/SAB, Bendaharawan PT. Kereta Api (Persero)
Menginmkan A8/SAB ke Seksi Administrasi Keuangan dan Umum
(Wkt).

Wkt membuat Faktur Pajak Sederhana umtuk diisi nilai PPN sebesar Rp.
31.800,00 dan SSP (Surat Setoran Pajak) final untuk PPh, selanjutnya Wkt
membuat nota permintaan SPK (Surat Perintah Kerja) Khusus dilampin
Faktur Pajak dan SSP final yang telah diisi kepada Seksi Anggaran Kantor
Pusat dan Peraturan Keuangan (Wkp).

SPK Khusus dibuat oleh Wkp, kemudian dikirimkan ke Seksi Pengesah
Pembayaran (Wkb) dilampini Fakiur Pajak untuk dibuatkan A9/SAB
(Bukti Pembayaran ).

Wkb mengirimakan A9/SAB dilampiri Faktur Pajak Sederhana dan SSP
final PPh kepada Bendarawan, kemudian membuat SSP umum dan
menyetorkan PPN serta SSP PPh final ke kas negara ke Bank Persepsi.
SSP dan Faktur Pajak Sederhana setelah dibubuhi cap/steimpei Bank
Persepsi disimpan di Bendarawan.

Setiap transaksi dibukukan/disimpan kasus per kasus di kantor PP/PPP
(Pejabat Pengesah Pembayaran) secara lengkap dengan rincian sebagai
berikut :

(a) A9/SAB untuk pembayaran kepada Tn. Candra Gunawan.

(b) A9/SAB untuk setoran PPh sewa tanah dan/atau bangunan.

(c) SSP umum untuk PPh.

(d) Bukti pemungutan/pemotongan PPh.
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3.2  Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga Tempat Praktek Kerja Nyata |

(PKN) Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember di dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan khususnya tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah
dan/atau Bangunan sesuai dengan prosedur yang ditentukan yaitu mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
Pelaksanaan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember dalam membavar pajak
selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat sehingga tidak pernah dikenakan
denda sebesar 2x pajak yang terutang atau denda sebasar Rp. 100.000,00. Jadi
sistem perpajakan yang diterapkan oleh PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX
Jember sudah cukup baik dan relevan dengan adanya perkembangan perpajakan.
Masa yang akan datang diharapkan PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember
tetap mempertabankan kinerjanya. Dengan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)
pasal 4 ayat (2) tersebut negara akan memperoleh pendapatan, karena pajak
merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pengeluaran umum.

PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember didalam pemungutan pajak
khususnya pajak penghasilan menggunakan Self Assesment System, yang artinya
suatu sistem pemungutan pajak melimpahkan wewenang kepada wajib pajak
untuk menentukan sendini besarnya pajak yang terutang, sudah sesuai dengan

peraturan perpajakan terbaru.
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IV. PENUTUP

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan
laporan tugas akhir Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul "Tata Cara
Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) Atas Penghasilan Dari
Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan Di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX
Jember Khususnya Di Kabupaten Jember”. Terima kasih atas bimbingan,
dukungan serta bantuan dari karyawan khususnya bagian keuangan dan bagian
personalia di PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember.

Untuk masa yang akan datang diharapkan PT. Kereta Api (Persero) DAOP
IX Jember mengikuti perkembangan perpajakan dengan cara mengikuti pelatihan
atau penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), schingga
prestasi yang dicapai bisa dipertahankan dan ditingkatkan.

Pada kesempatan ini juga diucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang teiah turut membantn dalam menyelesaikan laporan tugas akhir Praktek
Kerja Nyata (PKN) ini. Kiranya laporan tugas akhir PKN ini berguna bagi
mahasiswa yang membahas tentang PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan dan

dapat menyempurnakan tulisan ini.

———
» i . HBT T
e . " Mo | ” d '-.,. -
£ B UFl Perpustataan
t ) CRMIYRAA Ir s
P 4k )
-+ " gl ‘ﬁé Jl; i #

————
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej @ jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : //S$F /325.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakmliag e Sosia!l dan Hlom Pohik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah w1

No. |  Nama | NM |
| 1| limin Nurdiani ] 99- 1101 ?
b2 | Setyo Agux T | 99. 1043 :

uniuk mwengikuti  program  kegintan  magasg pada  PT. Kereta Ap)
(Persero) DAOP IX Jember | selama 30 hari terhitung sejak tanggal 1S
Apri! 2002 s/d tanggal 15 Mei 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti
kegiatan magane berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang terlaku.
Denukian sural tugas ini dibuat wntuk dilaksmsan dengun sebak-batkouya

. Jember, li/
» -
TAS ’
A ‘ﬁ’_‘ 4 3 -

[
£ H Moch Tusiy
NP, 130 524 ®3?

Tembusan kepada Yl ¢

1. Ketua Program Studi D-Iif Perpujakan FISIP UNES
2. Kasubag, Pendidikan FISIP UNE!

srd gy ey oo sz srevrdd
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PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER

SURAT KETERANGAN
No : 09/SDM/V/D.IX.2002.

KEPALA SUB SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH OPERASI IX JEMBER

MENERANGKAN BAHWA
Nama :SETYO AGUS TANYONO
Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 05 Agustus 1982
Universitas / Sekolah : Universitas Jember
Program / Jurusan : D.III / Perpajakan
Alamat : Perum. Villa Tegal Besar Blok C No.41 Jember

TELAH SELESAI MENJALANI PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
DI PT. KERETA API (Persero) DASRAH OPERASI IX JEMBER
. SELAMA1 (SATU)BULAN,
TERHITUNG MULAI TANGGAL 15 APRIL 2002 s/d 15 MEI 2002.

DEMIKIAN SURAT KETERANGAN INI DIBUAT UNTUK DAPAT DIPERGUNAKAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.

Jember, 15Mei 2002.

Kepala Sub Seksi Sumber Daya Manusia

OWord/Komp- 1/ Sket-prksisai/P-1

JI. Dahlia No. 2 Jember 68118 - Telp. (0331) 487067 - 421700 - 421825, Fax. (0331) 487067
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PT. KERETA API (Persero)
DAERAH OPERASI IX JEMBER

DAFTAR HADIR
PRAKTEK KERJA NYATA

NAMA : Setyo Agus Tanyono

PROGRAM STUDI DIPLOMA Il PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

DI

PT. KERETA API (PERSERO) DAOP IX JEMBER

NIM  :990903101943

No. Hari/Tanggal Waktu (WIB) __Tanda tangan

1. | Senin/ 15 April 2002 07.30— 12.00

2. | Selasa/ 16 April 2002 07.30 - 12.00 . @y&%

3. | Rabw/ 17 April 2002 07.30 — 12.00

4. | Kamis/ 18 April 2002 07.30 - 12.00 4 q@uyf

5. | Jum’at/ 19 April 2002 07.15 - 11.00

6. | Sabtu/20 April 2002 Libur Kerja 6. (ﬂt};@
7. | Senin/ 22 April 2002 07.30 - 12.00 p ‘
8. | Selasa/ 23 April 2002 07.30 - 12.00 8. (@ug "
9. | Rabw 24 April 2002 07.30 - 12.00 T
10. | Kamis/ 25 April 2602 07.30 — 12.00 0. (Y
1. | Jum’av 26 April 2002 07.15 - 11.00 :

12. | Sabtw/ 27 April 2002 Libur Kerja 12.

13. | Senin/ 29 April 2002 07.30 - 12.00 4
14. | Selasa/ 30 April 2002 07.30 - 12.00 14, (ﬁ% o
15. | Rabw/ 1 Mei 2002 07.30 - 12.00 ot
16. | Kamis/ 2 Mei 2002 07.30 - 12.00 6. (@
17. | Jum’at/ 3 Mei 2002 07.15-11.00 '-

18. | Sabtw/ 4 Mei 2002 Libur Kerja g =

19. | Senin/ 6 Mei 2002 0730 — 12.00 , F
20. | Selasa/ 7 Mei 2002 07.30 — 12.00 20. (;’fﬂy‘! 1
21. | Rabu/ 8 Mei 2002 07.30 - 12.00 i &

22. | Kamis/ 9 Mei 2002 Libur Nasional 22. o

23. | Jum’at/ 10 Mei 2002 07.15 - 11.00

24. | Sabtu/ 11 Mei 2002 Libur Kerja 4 /&
25. | Senin/ 13 Mei 2002 07.30 - 12.00 .
26. | Selasa/ 14 Mei 2002 07.30 - 12.00 26. @ /;u
27. | Rabu/ 15 Mei 2002 07.30 - 12.00 -

Mengetahui Jember, 17 Mei 2002
Kaur Keuangan Pelaksana Sub Urusan Keuangan
PT. Kereta Api (Persero) Pengesah Pembayaran 11
DAOP IX Jember
Sukarno

Nipp : 36360

JI. Dahlia No. 2 Jember 68118 - Telp. (0331) 487067 - 421700 - 421825, Fax. (0331) 487067


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran 1
S.K. No. 10/KU.301/KA-96
tgl .2 Desember 1996

' DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Lembar ke—1 : Untuk yang menyewakan
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
KANTOR PELAYANAN PAJAK Lembar ke—3 : Untuk penyewa
................................................... 1)

Telah dilakukan pemotongan PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan terhadap :
Nama Wajib Pajak

NPWP

.........................................................................

Alamat

.........................................................................

-------------------------------------------------------------------------

Lokasi tanah dan/atau bangunan

.........................................................................

JUMLAH BRUTO NILAI SEWA TARIF PPh YANG DIPOTONG

7 ORI, ... =~ ot 6% / 10% *) i G v A N——

Nama = W s
Keterangan : NPWP D OO,
1. Pajak Penghasilan yang dipotong Alamat R e
bukan merupakan kredit pajak;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap; Tanda tangan
3. ") Coret yang tidak perlu

..................................
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oy - K.J

T W

ORI = Spa— . W

Pl Y

B i e

Lampiran 1]
Nomer . SE-22/PJ.4/1996
Tanggal : 14 .Juni 1996

Lembar ke.I untuk Kantor Pelayanan Pgjak
Lembar ke 1l untuk Arsip Pemotong Pajak

LAPORAN BULANAN PFh
BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA
SEWA TANAH DAN / ATAU BANGUNAN

BULAN : DESEMBER 2001
ALAMAT UNIT TANAH NILAT PPh YANG DIBAYAR
NO NAMA DAN/ATAU BANGUNAN SEWA DIPOTONG
S LUAS(M.2) (Rp.) .Y

NIHIL

Junsioh Rayu .

Jember, 1gl. 11 Januari 2002

Perhatian

Lampiran 1.embar ke 3 sirot setoran
Pujuk atax hanluh 1

Pemotong Pgjak

NAMA4  : PT. Kereta Api (Perserc)
NPWP : 01 000.016.4.626.001

ALAMAT : 1 Dahlia No.2 Jember

Kour Keuangan

D ARURAN
Nipp. 21916
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DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (S SP) Untuk Arsip WP

------------------------- sssssssssscase

we LU

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajuk yang dimiliki

@ DEPARTEMEN KEUANGANRI | SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 1

MASTE “ % . ciicinseninh e A e )+ v IR S s S Sy |
AMAT & oo " A, Se I e,
\P/Kode Jenis Pajak _ Kode Jenis Setoran Ursion Péinbayaran gl

‘|||] ||]| ........................................ T

......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Masa Pajak Tahun
» | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des I |
Diisi tahun terutangnya pajak
tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan o
morKetetapan < || | [ | |/ L L [/ L J/L L L I/LT ]
sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKE, SKPKBT —
nlah Pembayaran Terbllang O T T e S 1 5 (AP PRSI CERIp a1 SRR
'dengan rupiah penuh
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyeter
Tanggal «..coceescaseesarassan suisssvaesavseransansiy LEL weseeinthines
Cap dar: 1anda tangan Cap dan tanda tangan
(ama Jelas : ..cccciiiiiniiniersnrensenssntscsstssatsnnsnsene Nama Jelas : c.c.oieivinnrinssinsisisassnsasasoncasncannnnns

ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

——

esuai buku petunjuk pengisian

0.32.01

B s Calla witn d e Ry e AR oo, i
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DEPARTEMEN KEUANGAN R.1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

---------------------------------------

SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 2

(SSP)

Untuk KPP melalui KPKN

we LD LE Ul e

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

MAWP
AMAT :

---------------------------------------------------------------------------------

.............................................................................................

.............................................................................................

\P/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran

L]

43 {

......................................................................

Masa Pajak

n | Peb | Mar

Apr

Mei

Jun | Jul | Ags

L:anda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

mor Ketetapan

' sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

|

|

| LI

nlah Pembayaran
 dengan rupiah penuh

TOIDIMIE ' iiecicsicsinirinscassnsilBiincssseosdlvmberass convnasane vnirafnviess

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

CAIRR-JEIAS & ivssivinvovanaisotnasssunisinnisnsatutivesneaansen

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas & s cassrssisisivasbesnpassanossuassvas

---------

—

ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

——

vesuai buku petunjuk pengisian

0.32.01

ET————


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3

DEPARTEMEN KEUANGAN R SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR
DIREXTORAT JENDERAL PAJAK .
KANTOR PELAYANAN PAJAK (S SP) Untuk dilaporkan
....................................... oleh WP ke KPP
WP Sk fade L JERE ] G B L
i sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
ANEA WP 2 s seassivesmasessessnsee vl s sass s soshssesensinesessnnen s ssesms
LAMAT O iy, i e T Ly s
AP/Kode Jenis Paj.a.l; - Kode Jcms .S-t;t(;ran ........................ Uralan Pembayaran .....................
Ll ZEE N (L = ) Y 79 -

Masa Pajak

n | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des |

;i_mmla silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

mor Ketetapan | b Wl e (4] de Potanes 1] ]
si sesuai Nomor Ketetupan - SIP, SKPKB, SKPKBT
mlah Pembayaran Tcrbllang .....................................................................
si dengan rupiah penuh
T VW gy e T il I
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ..ccocvnvnvnnennnees | e A0 R ST
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : ccocveveeniiininnnnancirosecncsscncacesnsasesassns Nama Jelas : cccoivieiirenennncnrannarsncnroncecaseniononcananse
uang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

sesuai buku petunjuk pengisian

.0.32.01

o T TR
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DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NTOR PELAYANAN PAJAK
KANTOR PELAYANA (S SP) Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

@ DEPARTEMEN KEUANGANRI | SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR 4

we L L L L)

esuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

MEWE o s T e e S s s e e R .
AMAT S R AR AN R o wzoin i B e o T e o h /s s R AT S B S S PR e e 0
P/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran Uraian Pembayaran

it i IR L = L T

......................................................................

Masa Pajak Tahun
, | Peb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep . Okt | Nop | Des I |
Diisi tahun terutangrya pajak
anda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

g S I 2 2 I O O R B

sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB. SKPKBT -

1lah Pembayaran FEIDNMRE = hcewinss danecmmsicous P n s avesuadlonth vaisica s nss ussnsads sl o5 se
dengan rupiah penuh :

.....................................................................

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ..... susesiessrnenectill | L N I I U e e R asauas gy KRN svuifuk
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda rangan
ama Jelas : ...coeiviennnnns Nama Jelas : coccvieiineineinrennsasccisnssoncenns BRRETIL see
ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

esuai buku petunjuk pengisian

).32.01

A T T T T A SRR S Ay T I T G TN A e it e s
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LEMBAR 5

@ DEPARTEMEN KEUANGANRI | SURAT SETORAN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (S SP) Untuk Arsip Wajib Pungut
....................................... atau pihak lain
WP RPN AN EE SN AN
sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
MA WP 2 ciciiiivimsessasonsssssmsasassssesensbioaaiionsssaransesssasesissnsvnsssssssnosoese
AMAT B e e e IO e s w5 6 S A e i & AR IS R a YR RS

.............................................................................................

\P/Kode Jenis Pajak  Kode Jenis Setoran

sz

|

]

||

.......................................................................

.......................................................................

Masa Pajak

Peb

Mar

Apr

Mei

Jun | Jul

Ags

||

tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

morKetetapan < | | | | | J/ [ [ J/L L P/ L /L0
 sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT _
nlah Pembayaran BerbUiR © hhecuiioyinsidliainerfouosssasaluvtl onnnsssesnsvesasaspagtiosssss
 dengan rupiah penuh
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Wajib Pajak/Penyetor
Tanggal ...cccoceavvnrinnanees | seessssssseciscieninen L e QR
Cap dan tanda tangan Cap dan tanda rangan

ama Jelas : c.ccicvincncenscssissscnsnencccssascscscssosssas Nama Jelas : «ocveeveviinconcnransoccensorsrsnsecrsoscsnsonsans
ang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
sesuai buku petunjuk pengisian
0.32.01

Wy e R T '<‘W,€"\‘{§!‘F'S':¢F-Q5ﬂ‘-

P N e  OR Ry EEO TT T TRRETTR
- A - 9 8
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'TA API (Persero)
#

AN /DIBAYAR DENGAN CEK/
BILYETGIRO *) NOMOR :
NO
BENDAHARAWAN BUKTI PEMBAYARAN
|. Penguangan pahﬁg lambat 30 hari setelah

pengesahan, jika melampaui harap dikembalikan
ke PP / PPP ybs.

P 2. Lembar bira tidak untuk diuangkan

STASIUN

ARAWAN KAS : ) DSL
BESAR/KANTOR PUSAT

. AH MEMBAYAR / MEMINDAH BUKUKAN *) KEPADA NIPP :

;IRO .

JUMLAH : | RP. DENGAN HURUF

JAN

CATATAN :

PENGESAH PEMBAYARAN

9

nor TGL:
PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN

PERKIRAAN DEBET NILAI RUPIAH

f——

 ——

[

e f NIPP

] —
= Telah diterima ¥ Pembuat,

JUMLAH Tgl

PERKIRAAN KREDIT NILAI RUPIAH

[ wenmee= |

*) Coret yang tidak perlu
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i UM SR

PERJANJ I AT
ANTARA
PT. KERETA API (Persero)
DENGAN
NAMA : BUSIA B.WAKIK
TENTANG

PERSEWAAN TANAH MILIK PT. KERETA API (Persero)

NOMOR : D.IX JR / TB / 08927 / I/ 2002
Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SABAR SANTOSO : Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis
Tanah dan Bangunan Daerah Operasi IX
PT. Kereta Api (Persero) Jember
bertempat kedudukan d4i Kantor Daerah
Operasi IX Jember bertindak untuk dan
atas nama Direksi PT. Kereta Api

(Persero) selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA '

2. BUSIA B.WAKIK : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nana diri sendiri dengan alamat
RT.01/IX Gumelar, Balung, Jember
dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat dan setuju mengadakan
Perjanjian tentang persewaan Tanah milik PT. KERETA API (Persero) yang
berada di Daerah Operasi IX Jember dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1.
MAKSUD DAN TUJUAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk memanfaatkan

Tanah milik PT. KERETA API (Persero) yang berada di DAERAH OPERASI IX
JEMBER secara sewa pakai

2. PTHAK KEDUA mengakui dengan sebenarnya bahwa PIHAK PERTAMA adalah
pemilik Tanah beserta asset yang ada dan perlengkapannya, sesuai
tersebut dalam ayat 1 pasal ini.

3. PIHAK KEDUA akan memanfaatkan tanah dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2
sepanjang tidak bertentangan dengan syarat / peraturan yang
berlaku di PT. KERETA API (Persero) maupun Instansi lain yang
berwenang di luar PT. KERETA API (Persero) dan digunakan untuk :
Rumah tinggal
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PASAL 2.

LOKASI DAN LUAS TANAH

1. Lokasi tanah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terletak di :

Km. 67+100/110 Ant.BUG-RWT
Kel/Desa : Gumslar
Kecamatan : Balung
Kab/Kodya : Jember

2. Luas tanah sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini adalah
200,00 M2

3. Lokasi dan luas tanah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 dilukiskan
dengan warna Merah pada gambar situasi tanah yang ditanda tangani

oleh kedua belah pihak dan merupakan lampiran serta bagian yang tak
terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 3

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

1. PIEAK PERTAMA berkewajiban menyediakan tanah sebagaimana tersebut
dalam pasal 2 perjanjian ini untuk dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban :

a.

Membayar sewa tanah kepada PIHAK PERTAMA sekaligus sesuai tarif
yang berlaku dan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA. '

. Membayar uang sewa tanah dengan tarip baru apabila PIHAK PERTAMA

mengadakan penyesuaian tarip sewa tanah sesual peraturan yang
yang berlaku.

. Memberi ijin kepada PIHAK PERTAMA atau petugas yang ditunjuk

oleh PIHAK PERTAMA, untuk sewaktu-waktu memasuki dan memeriksa
lokasi tanah yang disewa oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut
dalam pasal 2 perjanjian ini.

. Mengosongkan dan menyerahkan kembali tanpa syarat tanah Yyang

disewa kepada PIHAK PERTAMA dan tidak memmtut apapun, apabila
sewaktu-waktu dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA.

Menyesuaikan penggunaan tanah yang disewa dengan Rencana Umum
Tata Ruang (RUTR) setempat dan tidak mengganggu kelancaran
operasional Kereta Api.
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f. Mengadakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pengendalian
lingkungan di lokasi tanah yang disewa

3. PIHAK KEDUA dilarang keras :

a. Mendirikan bangunan di atas tanah yang disewa sebelum mendapat
ijin tertulis tentang Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) dari
instansi yang berwenang.

b. Melakukan perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya
hak atas tanah yang disewa oleh PTHAX KEDUA sebagaimana tersebut
dalam pasal 2 perjanjian ini

c. Honjamhﬂ:antamhyamdimabaikkepaﬂanmklwm
lain, maupun kepada pihak lain.

4. Helakukanporobatmnpadabatas-batastamhmadasehhmalm

tanah yang disewa sebagaimana -tersebut dalam gambar situasi
menjadi berubah.

e. Mengalihkan persewaan tanah kepada pihak lain, baik seluruh
Wmaobagimﬂmasepemetﬂmdanauuuijmmm

PASAL 4

TARIP SEWA

1. Tarip sewa tanah tiap meter persegi ( m* ) tiap tamm adalzh

prosentase kali hargs tanah sesuai Nilai Jusl Obyek Pajak ( NJOP )
setempat dan terbaru.

2. PIHAK KEDUA harus membayar kepada PIHAK PERTAMA tarip sewa tanah,

biaya uhmladministrasisabesarw!xtaripmtamhsatu tahun
serta PPn sebesar 10 &.

. Dengan demikian PIHAK KEDUA pada saat penandatanganan perjanjian ini

harus membayar kepada PIHAK PERTAMA sebesar: Rp. 165.000,00
(mtmmmpﬁuhlimrihznpiah)

i z
39‘*(—3‘— / I‘ri

dengan perincian sebagai beri{kut ;PP RSO [
e FYIARSL S ..// 4 -
a. Sewa 1 talam = 5,008x 200,00m"xRp. 10,000 = Rp.  100.000,00
b. Biaya Ukur = 50&xRp. 100.000,00 = Ro.  50.000,00
+
Jumlah = Rp. 150.000,00
c. PPN 108 = 108xRp. 150.000,00 = Ro.  15.000,00
+
Jumlah semua = Rp 165.000,00

Untuk tahun berikutnya hanya dikenakan Sewa Tanah dan PPn


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

4. Apabila masa berlakunya perjanjian ini diperpanjang, maka PIHAK

KEDUA hanya dikenakan sewa tanah yang berlaku dan ppn, tanpa
dikenakan biaya Ukur.

PASAL 5

CARA PEMBAYARAN

1.

Sewa tanah sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat 3 perjanjian ini
harus dibayar sekaligus oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada
saat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.

. Untuk pembayaran sebagaimana tersebut dalam ayat 1 diatas, PIHAK

KEDUA agar melakukan pembayaran pada Kas PT. KERRTA API (Persero)
Daerah Operasi IX Jember Jalan Dahlia No. 2 Jember.

PASAL 6.

KEBERSTHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN (K.3)

1:

Selama perjanjian ini berlangsung PIHAK KEDUA wajib menjaga
Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K.3) di areal tanah yang disewa
dan sekitarnya serta membuat Drainase (saluran) secukupnya agar tidak
terjadi genangan air pada tanah yang disewa.

. Pemasangan Drainass (saluran) dibuat agar air mengalir menjauhi jalan

rel.

PASAL 7.

JANGKA WAKTU

1.

Perjanjian ini berlaku untuk masa 12 (dua bolas). bulan
terhitung mulai tanggal 1 Desember 2001 sampai dengan 30 Nopember
2002 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak

. Perpanjangan perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat 1 dibuat

dalam bentuk perjanjian perpanjangan persewaan dan PIHAK KEDUA harus
memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada PIHAK PERTAMA
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

. Apabila PIHAK KEDUA tidak memberitahukan secara tertulis

perpanjangan sewa setelah berakhir masa perjanjian, maka PIHAK
KEDUA dianggap tidak lagi membutuhkan lahan tersebut dan PIHAK
PERTAMA berhak untuk menyewakan lahan / tanah tersebut kepada yang
berminat.
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PASAL 8.

SANKSI

1,

Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam
pasal 3, 4, 5, 6 dan 7 perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA secara
sepihak berhak membatalkan perjanjian ini tanpa memberitahukan
terlebih dahulu kepada PTHAK KEDUA.

. Apabila kedua belah pihak bersepakat untuk memperpanjang perjanjian

ini dengan perubahan tarip, mmmmtidakmmatmtidak
barsodiammbayarsmtamhdmgmtarifbaru, maka PIHAK PERTAMA

. Apabila ternyata penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal

initidakdapatdilaksamkmolehmxm, maka dengan ini PTHAK
KEDUA memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada PIHAK

PERTAMA untuk melakukan pengosongan lahan dan membersihbkan lokasi
tanah yang disewa atas biaya PIHAK KEDUA.

- Semua biaya yang dikeluarkan oleh PTHAK FERTAMA guna mlaksm

apa yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini akan segera ditagih dengan
rekening G. 215 oleh PIHAK PERTAMA kepada PTHAK KRDUR,

PASAL 9.

KEADAAN MEMAKSA ( FORCE MAJEURE ).

- 13

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa ( Porce Majeure ) adalah
sesuatu hal atau sesuatu kejadian yang menimpa dan diluar kemampuan
kedua belah pihak untuk mencegahnya.

. Apabila terjadi keadaan memaksa seperti bencana alam, tindakan

pemerintah di bidang keuangan / Moneter, keadaan keamanan yang tidak
mengijinkan yang menimpa satu atau dua belah pihak, maka kedua belah
pihak segera berunding untuk menentuksn penyelesajan selanjutnya,
dan apabila haliniterjadimakapihakm tertimpa wajib
mengundang pihak lainnya, atau berdasarkan kesepakatan bersama
mengadakan pertemuan selambat-lambatnya 7 ( tujuh hari ) setelah
kejadian memaksa.

PASAL 10.

BIAYA DAN PAJAK

L I8

Biaya-biaya yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian ini menjadi
beban PIHAK KEDUA.
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2. Pajak Buui dan Bangunan (PBB) serta pajak-pajak lainnya yang
timbul akibat perjanjian ini sepenuhnya menjadi beban PIHAK KRDUA.

PASAL 11.
PERSELISIHAN. A SRR
1. Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari pelm

perjanjian ini, kedua belah pihak akan ‘menyelesaikan secara
musyawarah dan mufakat.

2. Apabila penyelesaian masalah secara musyawarah dan mufakat tidak
tercapal kata sepakat, maka kedua belah pihak akan menyerahkan
penyelesaian kepada pengadilan. Dalam hal ini kedua belah pihak
setuju memilih tempat kedudukan hukum Yang tetap (domisili). dan
tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri di :

PASAL 12.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini serta
perubahan-perubahan dan tambahan Yang dianggap perlu oleh kedua
belah pihak, akan dibuatkan perjanjian tambahan (Addendum) yang
merupakan bagian mengikat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 13,
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) macing-masing
dibubuhi materai yang cukup dan mempimyai kekuatan hukum yang =ama
untuk dibagikan kepada masing-masing pihak,

Jember, Tanggal: 02 Januari 2002
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

PT. Kereta Api (Persero)
Kepala Daerah Operasi IX Jember
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